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ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Oleh;
Yessy Atmasari; Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc; M. Subardin, S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim. Data yang digunakan
dalam penelitian adalah data sekunder kuantitatif periode 2004 — 2014. Penelitian
dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan metode eviews
6.0 untuk menganalisis variabel-variabel yang diteliti. VVariabel independen dalam
penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pemerintah Pusat, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim, dan variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Derajat Otonomi Fiskal. Hasil dari penilitian
menunjukkan bahwa PAD, Transfer Pemerintah Pusat dan APBD berpengaruh

signifikan terhadap Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Muara Enim.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer dari Pemerintah Pusat dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, analisis regresi linier berganda

dan metode eviews 6.0



ABSTRACT

THE ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE FINANCE
CAPABILITY OF MUARA ENIM’S REGIONAL GOVERNMENT

By ;
Yessy Atmasari; Drs. H. Tadjuddin Husin, M.Sc; M. Subardin, S.E, M.Si

This research is purposed to analyze factors that Influence the finance
capability of Muara Enim’s regional government. The data used in this research is
quantitive secondary data during the year period of 2004-2014. The research is
computed using multiple liniear regression method in analizing the influence of all
variables. The independent variables are the Locally Generated Revenues (PAD),
Transfer from Central Government, and The Expenditure and Budget Revenue
(APBD) of Muara Enim regency, and its dependent variable is the degree of fiscal
autonomy. The result of this research shows that the Locally Generated Revenues
(PAD), Transfer from Central Government, and The Expenditure and Budget
Revenue (APBD) have significant impact to the DOF or Degree of Fiscal

Autonomy of Muara Enim’s regional government.
Key words : Locally Generated Revenue, Transfer From Central Government,

and The Expenditure and Budget Revenue, Multiple linear regression and
Eviews 6.0 Method.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ialah suatu wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pembangunan daerah dalam otonomi daerah yang didasarkan
kepada undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah dan undang-
undang No. 33 tahun 2004 tentang keuangan pusat dan daerah yang merupakan
suatu peluang besar bagi daerah untuk mengatur pemerintah dan mengelolah
pembangunan sendiri dengan kewajiban yang telah dilimpahkan (Widjaja, 2005 :
7).

Pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah
mewujudkan struktur pemerintah negara yang bersifat desentralisasi. Struktur
pemerintah ini menuntut suatu sistem Kkinerja keuangan daerah dibawah
pemerintah pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintah pusat
dan pemerintah daerah (Suparmoko, 2001 : 16) .

Namun disisi lain otonomi daerah merupakan pelimpahan wewenang dari
pemerintahan pusat kepemerintah daerah dimana dengan adanya pelimpahan
wewenang tersebut maka diikut juga dengan sumber-sumber pembiayaan. Dalam
menjalankan perekonomian dan pembangunan daerahnya maka pemerintah daerah
harus bisa meningkatkan penerimaan daerahnya sehingga bisa memenuhi
pengeluaran daerah tersebut. Akibat dari pelaksanaan otonomi daerah itu

ketergantung daerah kepada pusat sangat besar. Daerah yang seharusnya



diberdayakan untuk mengurus rumah tangganya sendiri pada kenyataannya sangat
tergantung kepada pemerintah pusat.

Desentralisasi keuangan daerah dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan jika didaerahnya memiliki kinerja keuangan daerah yang baik.
Menurut Yulianti dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis kemampuan
keuangan daerah dalam menghadapi otonomi daerah” menyatakan bahwa Kinerja
keuangan daerah digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan
otonomi daerah. Kinerja keuangan daerah lebih menekankan pada bagaimana
suatu daerah dapat mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada didaerahnya
masing-masing (Daud, 2005 : 5) .

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan terbesar bagi
pelaksanaan pembangunan daerah karena Pendapatan Asli Daerah merupakan
tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah untuk menyelenggarakan dan
mewujudkan otonomi daerah dan mencerminkan kemandirian suatu daerah.
Walaupun Pendapatan asli Daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total
pengeluaran daerah, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan daerah tetap
merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah yang
akan mencerminkan kemampuan keuangan suatu daerah (Widjaja, 2002 : 76) .

Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah.
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan
retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah dapat dilihat
dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah Rasio kemandirian
keuangan daerah dapat mewujudkan bagaimana hubungan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah (Daud, 2005 : 9) .



Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah
dituntut untuk melakukan pembenahan struktural yang meliputi identifikasi
sumber PAD, sistem dan mekanisme pemungutan peningkatan kapasitas dan
infrastruktur hukumnya. Semua ini dalam rangka untuk menegakkan prinsip rasa
keadilan, kemampuan membayar dan efisiensi pemungutan. Dengan ini
pemerintah daerah sangat diharapkan dapat meningkatkan penerimaannya baik
secara intensifikasi dengan menggali sumber-sumber penerimaan yang baru
(Daud, 2005 : 2) .

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
sedangkan retribusi daerah ialah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas
pelayanan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan secara khusus
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan-badan tertentu. Retribusi daerah juga memberikan kontribusi yang cukup
besar terhadap total asli daerah (Daud, 2005 : 3) .

Kemampuan daerah dalam menjalakan otonomi daerah salah satunya bisa
diukur melalui kinerja atau kemampuan keuangan daerah Tim LPEM-FEUI pada
Laporan Akhir Kebijakan Desentralisasi dalam Masa Transisi 2000 menyatakan
bahwa untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi
daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari seberapa jauh
kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Jika hasilnya tinggi, maka peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



dan bagi hasil. Jika hasilnya tinggi, maka peranan PAD dalam membiayai urusan
semua daerah dinyatakan mampu untuk menunjang kemandirian keuangan
pemerintah daerah (Daud, 2005 : 15) .

Kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola keuangan pada saat
desentralisasi dijalankan harus diimbangi oleh sumber daya manusia yang handal
baik dalam semua perencanaan, alokasi, maupun pelaksanaan anggaran daerah.
Dana alokasi umum yang pengaturan penggunanya diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah (block grant) dilihat perlu diberikan rambu-rambu
dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara
daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal (fiskal gap) dapat tercapai (Daud,
2005 : 20).

Di dalam Otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang sering disebut APBD. Keberhasilan
otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan
salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan
faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena
pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanan fungsinya dengan efektif dan
efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan
keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui
secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya
sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu/mandiri di dalam membiayai
kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah
pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus

menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan



pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan
tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat
kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

(Mardiasmo, 2003 : 35 ) mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan
mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu
yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses
atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Mardiasmo mendefinisikan
nya sebagai berikut, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang
menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi
mengenai pendapatan belanja dan aktifitas.

Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lebih lanjut dijelaskan dalam PP No. 58 Tahun
2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah
ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan
pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-
sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan
local.

Dalam jangka panjang peningkatan APBD mampu memberikan stimulus
terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini akan dapat tercapai
apabila kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan dapat

mendorong berkembangnya dunia usaha. Selain itu untuk mengetahui tingkat



kemandirian suatu daerah tersebut kita dapat lihat dari perbandingan antara
jumlah pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat,
yaitu jika pendapatan asli daerahnya lebih besar dari dana perimbangan maka
daerah tersebut sudah bisa dikatakan mandiri tetapi jika pendapatan asli daerahnya
lebih kecil maka daerah tersebut belum mandiri.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, akan memberikan indikasi yang baik
bagi kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam
mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka
mempercepat pembangunan disegala bidang. Pemerintah daerah harus dapat
mengidentifikasi kapasitas fiskal atau sumber-sumber yang dimilikinya serta
mempunyai kemampuan untuk menyerap penghasilan daerah, baik dalam bentuk
pajak maupun dalam bentuk lainnya dari sumber yang ada (Hasniah, 2005 : 3) .

Selain itu tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah dapat juga ditentukan
oleh potensi yang dimiliki oleh daerah itu tersebut dan bagaimana cara pemerintah
daerahnya tersebut dapat mengembangkan PAD yang dapat dilihat dengan
kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah, tingkat kemampuan PAD dalam
membiayai pengeluaran rutin dan kemandirian keuangan daerah yang akan
meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut.

Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah otonom yang berada
dalam wilayah provinsi Sumatera Selatan yang dikategorikan memiliki tingkat
penerimaan daerah yang berasal dari post pendapatan asli daerah yang terbesar
diantara kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Akan tetapi, dengan
besarnya tingkat penerimaan daerah kabupaten Muara Enim belum bisa dianggap

mampu melaksanakan otonomi daerah, karena untuk melihat kemampuan daerah



dalam menjalankan otonomi daerah dapat diukur melalui derajat otonomi fiskal,
dan kemandirian keuangan daerah yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu melaksanakan otonom terletak pada
kemampuan keuangan daerahnya, artinya agar benar-benar menjadi daerah yang
otonom, untuk itu Kabupaten Muara Enim harus seminimal mungkin
ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan menjadikan Pendapatan Asli
Daerah khususnya sebagai bagian yang signifikan bagi sumber keuangan daerah
agar terciptanya kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan
kemampuan keuangan daerah diKabupaten Muara Enim. Gambaran
perkembangan Pendapatan Asli Dearah kabupaten Muara Enim dari tahun 2004
sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muara Enim
(dalam Ribu Rupiah)

Tahun Pendapatar] Asli Daerah Pertumbuhan

(dalam ribu rupah) %

2004 27.059.124 9,69
2005 33.494.774 23,78
2006 40.449.662 20,76
2007 42.734.016 5,64
2008 56.053.044 31,16
2009 69.689.407 24,32
2010 67.530.328 -3,09
2011 86.937.486 28,73
2012 98.591.020 13,40
2013 116.403.670 18,06
2014 138.705.896 19,51
Rata-rata 17,478

Sumber: BPS Sumatera Selatan, Muara Enim Dalam Angka Tahun 2004-2014
Dari tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Muara Enim Selama rentang waktu tahun 2004-2014 perkembangan

PAD Kabupaten Muara Enim terlihat semakin meningkat. Pada tahun 2004 PAD



Kabupaten Muara Enim bejumlah Rp 27.059.124. Pada tahun 2014 mengalami
peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar Rp
138.705.896 dengan persentase pertumbuhan sebesar 19,51 % .

Kebijakan desentralisasi keuangan daerah bertujuan untuk : pertama,
memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Kedua,
menciptakan sistem pembiayaan yang adil, proposional, rasional, transparan,
partisifatif, dan bertanggung jawab. Serta yang terakhir mengurangi kesenjangan
pembangunan antar daerah (Pasrah, 2007: 8) . Rasio Efektivitas menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil
daerah (Abdul Halim, 2004) .

Kemandirian Keuangan daerah bisa dicerminkan dari perkembangan naik
atau turunnya Derajat Otonomi Fiskal (DOF) disuatu daerah. Jika DOF naik maka
kemampuan keuangan suatu daerah tersebut mampu dalam membiayai
pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat,
sedangkan apabila DOF turun maka kemampuan keuangan suatu daerah tersebut
belum mampu dalam membiayai pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta
palayanan terhadap masyarakat.

DOF bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya PAD, Transfer
Pemerintah Pusat, dan APBD. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari
rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (seluruh penerimaan daerah yang bersangkutan), sehingga peningkatan
Pendapatan Asli Daerah erat kaitannya dengan kemandirian keuangan suatu

daerah. Menurut Santoso (1995), walaupun PAD tidak dapat seluruhnya



membiayai APBD, tetapi proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap
merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah. Hal
yang sama dikatakan Kuncoro (1995) bahwa indikator desentralisasi fiskal adalah
rasio antara PAD dengan total APBD.

Penentuan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio antara
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tersebut
dinilai wajar mengingat sebagian besar sumber penerimaan di daerah telah
dijadikan pajak sentral dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, sehingga kontribusi
pajak daerah dan retribusi serta Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap total
penerimaan daerah sangat kecil. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Pemerintah
Pusat mengkategorikan bagi daerah yang rasio PAD terhadap TPD berada diatas
30 persen dinyatakan cukup mampu dalam pelaksanaan otonomi dilihat dari sisi
keuangannya.

Menyadari hal tersebut Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran selalu
memberikan subsidi dan bantuan kepada daerah PAD diharapkan menjadi salah
satu sumber APBD yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam
membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya PAD
tersebut. Tanpa tersediannya sumber keuangan ini, maka akan kesulitan bagi
daerah dalam upaya melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat
secara efektif dan efisien (Kaho: 1997).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Pendapatan Asli Daerah,
Transfer Pemerintah Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat

mempengaruhi Kemampuan keuangan daerah dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF).



Berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis tentang
“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Muara Enim”

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang penulis angkat dalam
makalah ini ialah :

1. Bagaimana fenomena dan perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah

dan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) ?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat,

dan APBD terhadap Derajat Otonomi Fiskal (DOF) di Kabupaten Muara
Enim?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis mengangkat masalah-masalah dalam makalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena dan perkembangan
Kemampuan Keuangan Daerah dan Derajat Otonomi Foskal (DOF) di
Kabupaten Muara Enim.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer
Pemerintah Pusat, dan APBD terhadap Derajat Otonomi Fiskal di
Kabupaten Muara Enim.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:
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1. Manfaat Akademis
Dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, terutama di bidang ekonomi khususnya ekonomi
pembanguan ini
2. Manfaat Praktis
Dapat memberikan informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang
membutuhkan dan menjadi bahan acuan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui berbagai pendekatan / teoristik, temuan
berbagai lanjutan mengenai Kemampuan Keuangan daerah dan dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalm pengambilan keputusan untuk
melakukan kebijakan ekonomi dalam pembangunan di Kabupaten Muara

Enim.
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